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ABSTRAK

Afrizal Ridho Ardiansyah / 222015072/ 2020/Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Pemerintah di
Pulau Sumatera dan Kepulauan Bangka Belitung / Akuntansi Sektor Publik.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah
dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Pemerintah di Pulau Sumatera
dan Kepulauan Bangka Belitung. Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian assosiatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder. Metode
pengumpulan data yaitu dengan menggunakan Metode dokumentasi. Metode
analisis dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis kualitatif dan kuantitatif dengan bantuan program statistical program
special science (SPSS).Hasil penelitian menunjukan bahwa secara bersama
pendapatan asli daerah dan dana perimbangan positif dan signifikan memengaruhi
belanja daerah. Secara parsial diperoleh bahwa pendapatan asli daerah positif dan
signifikan memengaruhi belanja daerah. Sementara dana perimbangan negative
dan signifikan memengaruhi belanja daerah.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja
Daerah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan diberlakukannya UU No. 9 tahun 2015 tentang pemerintahan

daerah, maka setiap daerah diberikan kewenangan atau kebebasan dalam

mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan perundang-undangan

yang berlaku atau yang disebut dengan desentralisasi. Hal ini tentunya menjadi

kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah untuk menggali kemampuan

daerahnya, dalam hal ini pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan

kemampuannya dalam melaksanakan pembangunan dengan cara menggali

sumber-sumber potensial yang berada di daerah. Sumber-sumber potensial

tersebut disebut dengan nama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Apabila dana yang digunakan untuk membangun daerah lebih besar

diambil dari pendapatan asli daerah dibandingkan dengan dana perimbangan

dari pemerintah pusat, maka daerah tersebut adalah daerah yang mandiri, dan

sebaliknya apabila kontribusi pendapatan asli daerah lebih kecil daripada dana

perimbangan, maka daerah tersebut termasuk dalam kategori daerah yang

belum mandiri.

Kemandirian keuangan daerah diharapkan bias terwujud dengan

otonomi daerah karena yang paling mengetahui kondisi daerah adalah

pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi permasalahan yang ada sampai

kesumber-sumber pendapatan yang bias digali oleh pemerintah daerah tersebut.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatannya akan
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berimpikasi pada peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai

kebutuhan belanja daerah. Selain pendapatan asli daerah, komponen

pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  yang menyatakan bahwa yang menjadi

sumber pembiayaan pembangunan daerah bukan hanya pendapatan asli daerah,

namun ada transfer dari pemerintah pusat dan transfer antar-daerah dalam

bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang

bersumber dari APBN yang disalurkan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan

belanja daerah.

Sumber pembiayaan pembangunan merupakan faktor yang paling

menentukan dalam upaya melanjutkan dan meningkatkan laju pembangunan

daerah. Laju pertumbuhan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh

kemampuan dalam menyediakan dana untuk pembangunan yang direncanakan.

Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya kekuasaan pemerintah

daerah atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam

rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Pelaksanaan otomoni daerah akan membawa suatu konsekuensi logis

bahwa, tiap daerah harus berkemampuan untuk memberdayakan dirinya

sendiri, baik dalam kepentingan ekonomi, pembinaan social kemasyarakatan

dan pemenuhan kebutuhan untuk membangun daerahnya serta dapat

melaksanakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adanya hak,

wewenang dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk
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meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi

daerahnya dengan mengola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien

dan efektif khususnya pendapatan asli daerah sendiri (Windhu, 2018: 151-152).

Semakin tinggi dana perimbangan dari pemerintah pusat dan

pendapatan asli daerah, maka akan menambah nilai belanja dari pemerintah

daerah dan sebaliknya semakin kecil dana perimbangan yang diberikan

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta semakin kecil perolehan

pendapatan asli daerah, maka akan mengurangi belanja pemerintah daerah.

UU No. 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara tahun 2017 menjabarkan tujuan dari dana perimbangan adalah untuk

mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah

daerah serta pemerintah antar daerah guna tercapai adanya pemerataan

pembangunan.

Untuk merealisasikan otonomi daerah tersebut, pemerintah pusat

mengeluarkan dua peraturan yaitu Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2017. Tujuan utama

ditetapkannya kedua Undang-Undang tersebut adalah desentralisasi.

Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat

ke pemerintah daerah akan tetapi yang lebih penting adalah efisiensi dan

efektivitas, akuntabel, transparan, dan respontif secara berkesinambungan

(Mardiasmo, 2009).
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Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

pada hakekatnya mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan

dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Dengan

demikian, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah adalah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka

penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembatuan.

Dari  pengertian perimbangan keuangan tersebut mengandung cakupan

pengertian yang cukupluas, yaitu bahwa pelaksanaan otonomi daerah ingin

diwujudkan dalam dalam suatu bentuk keadilan horizontal maupun vertikal dan

berusaha mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintah (dari sisi

keuangan) yang lebih baik menuju terwujudnya clean government dan

goodgovernance. Secara utuh, desentralisasi fiskal mengandung pengertian

bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata

dan bertanggung jawab, kepada daerah diberikan kewenangan untuk

mendayagunakan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, perlu

ditegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya terfokus kepada

dana bantuan dari pusat dalam bentuk dana perimbangan saja. Lebih penting

dari itu adalah bagaimana kemampuan daerah untuk memanfaatkan dan

mendayagunakan, serta mengelola potensi-potensi yang ada di daerah dalam

rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan pembangunan

daerah.
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Belanja daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun

2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Belanja Daerah adalah semua

kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih

dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah dipergunakan dalam

rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan

provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan

jurusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat

dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau

pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangan-undangan

Dalam Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019, pasal 30 disebutkan, sumber

pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah (1)

Pendapatan asli daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, (3) Lain-lain

penerimaan yang sah. Riyanto (2012) menyatakan faktor yang berpengaruh

positif terhadap pengeluaran pemerintah daerah adalah (1) Pendapatan Asli

Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, (3) Pengeluaran pemerintah daerah

tahun sebelumnya. Menurut Mardiasmo (2009), dengan PAD yang tinggi

maka belanja daerah akan semakin besar salah satunya dengan meningkatnya

subsidi pemerintah daerah kepada masyarakat lapisan bawah. Menurut

Mahmudi (2016) tranfer dana perimbangan yang meningkat ke daerah akan

meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah melalui APBD.

Rasio kemandirian daerah dicerminkan oleh rasio pendapatan asli

daerah terhadap total pendapatan. Dua rasio tersebut memiliki sifat

berlawanan, yaitu semakin tinggi rasio pendapatan asli daerah semakin tinggi
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kemandirian daerah dan sebaliknya untuk rasio dana perimbangan (transfer).

Posisi tertinggi dan terendah rasio transfer umumnya berkebalikan dengan

posisi provinsi yang bersangkutan pada rasio pendapatan asli daerah. Artinya,

provinsi yang tertinggi untuk rasio pendapatan asli daerah merupakan rasio

terendah untuk rasio transfer dan demikian pula sebaliknya.

Pendapatan asli daerah (PAD) menurut Undang-Undang tentang

Pemerintah Daerah No. 23 Tahun 2014 adalah semua  hak daerah  yang

diakui sebagai  penambah  nilai kekayaan  bersih  dalam  periode tahun

anggaran yang bersangkutan. PAD terdiri dari pajak, retribusi daerah,

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain penerimaan yang

sah. Sehingga dengan demikian keberhasilan pengguna dana tersebut

ditentukan oleh pemerintah daerah.

Pulau Sumatera dan Kepulauan Bangka terdiri dari 9 Provinsi . Pada

saat menjalankan aktivitas pemerintahannya dibutuhkan sumber-sumber

pendapatan yang nantinya digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap

belanja daerah. Berikut data APBD pendapatan asli daerah, dana perimbangan,

dan belanja daerah Pemerintahan Pulau Sumatera dan Kepulauan Bangka

Belitung yang disajikan pada  tahun 2015-2018:



7

Tabel I.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah

Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun Anggaran 2015-2018
(dalam jutaan rupiah)

Provinsi Tahun PAD (X1)
Dana

Perimbangan
(X2)

Belanja
Daerah (Y)

Aceh

2015 1.972.049 1.561.778 12.135.635
2016 2.060.180 1.572.466 12.119.713
2017 2.276.305 3.802.879 13.832.848
2018 2.359.385 3.735.791 12.306.306

Sumatera
Utara

2015 4.883.880 1.521.253 7.959.167
2016 4.954.833 5.219.273 9.476.423
2017 5.287.469 6.928.134 12.518.868
2018 5.638.960 7.055.134 12.563.387

Sumatera
Barat

2015 1.876.733 1.390.876 4.022.256
2016 1.964.148 2.576.754 4.504.037
2017 2.134.010 3.868.405 5.759.818
2018 2.275.090 3.930.814 6.267.376

Riau

2015 3.476.960 2.548.627 7.760.972
2016 3.110.656 3.824.481 8.731.938
2017 3.360.008 4.539.386 9.188.741
2018 3.638.995 4.827.923 8.469.560

Jambi

2015 1.241.223 1.419.079 3.425.751
2016 1.233.514 1.547.888 3.294.484
2017 1.580.304 2.723.260 4.132.941
2018 1.656.569 2.745.221 4.198.255

Sumatera
Selatan

2015 2.534.526 2.329.728 5.190.198
2016 2.546.177 2.506.312 4.962.572
2017 3.031.633 4.061.113 6.409.382
2018 3.528.010 5.513.017 7.941.143

Bengkulu

2015 701.300 1.208.985 2.282.344
2016 731.556 1.616.462 2.029.690
2017 804.575 1.997.884 2.868.814
2018 872.257 1.478.045 2.979.580

Lampung

2015 2.247.342 1.514.291 4.781.202
2016 2.368.796 3.158.712 5.476.921
2017 2.750.596 2.643.744 6.948.838
2018 2.864.235 2.816.327 7.538.988

Bangka
Belitung

2015 571.802 1.130.400 1.869.958
2016 574.258 1.126.284 2.069.868
2017 709.832 1.539.960 2.359.078
2018 850.441 1.436.593 2.364.345

Sumber : Data yang diolah oleh penulis, 2020
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Tabel I.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 ada 6 Provinsi yang

PAD nya lebih besar daripada Dana Perimbangan yaitu Aceh, Sumatera Utara,

Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan dan Lampung. Pada tahun 2016 hanya

ada 2 provinsi yang PAD nya yang lebih besar dari pada dana perimbangan

(dana transfer) yaitu pada provinsi Aceh dan Sumatera Selatan sedangkan 6

provinsi lainnya yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi,

Bengkulu, dan Provinsi Lampung, porsi dana transfer (dana perimbangan)

masih mendominasi pendapatan daerahnya dalam APBD. Tahun 2017 dan

2018 hanya Provinsi Lampung yang  PAD nya lebih besar daripada dana

perimbangan (dana transfer) sedangkan 7 provinsi lainnya yaitu Provinsi Aceh,

Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Provinsi

Bengkulu masih bergantung pada dana perimbangan (dana transfer) dari

pemerintah pusat. Dari data tersebut apakah terdapat pengaruh dari hasil

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja daerah

pemerintah di Pulau Sumatera dan Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini

menunjukkan bahwa masih banyak provinsi yang pendapatan asli daerahnya

lebih kecil dari dana perimbangan yang mengakibatkan provinsi daerah

tersebut masih tergolong daerah yang belum mandiri atau daerah otonom.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik

untuk mengadakan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli

Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Pemerintah di

Pulau Sumatera dan Kepulauan Bangka Belitung.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka

permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, bagaimanakah pengaruh

pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah

pemerintah di Pulau Sumatera dan Kepulauan Bangka Belitung pada tahun

2015-2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahuipengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan

terhadap belanja daerah pemerintah di Pulau Sumatera dan Kepulauan Bangka

Belitung pada tahun 2015-2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Sebagai bukti empiris yang ada tentang pengaruh pendapatan asli daerah

dan dana perimbangan terhadap belanja daerah pemerintah di Pulau

Sumatera dan Kepulauan Bangka Belitung.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapatmemberikan manfaat kepada

pemerintah khususnya mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana

perimbangan terhadap belanja daerah pemerintah di Pulau Sumatera dan

Kepulauan Bangka Belitung.
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3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan tentang

pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah, serta

dapat menjadi acuan atau kajian penulis di masa yang akan datang.
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